BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat regulasi yang mengatur tentang batasan untuk memperoleh
keturunan dalam setiap keluarga. Sehingga Vasektomi tidak diatur secara
merinci dalam hukum positif maupun hukum Islam.Apabila ia dapat dilakukan
rekanalisasi atau pemulihan kembali, vasektomi tersebut diperbolehkan. Akan
tetapi vasektomi di haramkan apabila ia bersifat permanen yang berarti
memandulkan dan merubah apa yang sudah diciptakan oleh Allah Swit.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan vasektomi terbagi atas
dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu suami yang
memiliki pendapatan kurang, usia yang sudah lanjut, banyak keturunan, isteri
yang tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi, sedangkan faktor eksternal
adalah penyuluhan yang dilaksanakan oleh BKKBN dan semua alasan ini

tidak termasuk alasan darurat yang dimaksudkan dalam hukum Islam.

5.2 SARAN

1. Diharapkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana sebaiknya lebih sering melakukan penyuluhan mengenai

vasektomi baik dari segi hukum positif maupun hukum islam sehingga
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3.

masyarakat lebih mengerti dan paham mengenai vasektomi, dan dijelaskan apa
saja akibat dari pelaksanaan vasektomi.
MUI sebagai pihak yang memiliki otoritas keagamaan sebaiknya dalam
melakukan penyuluhan dengan BKKBN lebih menekankan mudharat
vasektomi apabila dilakukan vasektomi terutama bagi suami yang melakukan
vasektomi yang beragama muslim.
Kepada suami yang melakukan vasektomi sebaiknya lebih memperhatikan
alasan-alasan dalam melakukan vasektomi dan mudharat maupun manfaat

dari vasektomi.
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